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KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI

DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : HK.201/5/23/BPSDMP/2026
NOMOR  : 134.4/ 09 /KESBER/TPKS/2026

Pada hari ini Sabtu tangaal sembilan hulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-
05-2028) bertempat di Kampus Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Kami yang
bertandatangan di bawah ini .

. SUHARTO, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
12/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Fengangkatan Dan dan
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang berkedudukan di
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disahiut PIHAK KESATU

. JOHN KENEDY AZIS selaku Bupati Kabupaten Padang Pariaman,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100.2.1.3-1720 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan
iKota Hasil Pemiiinan Kepaia Daeran Serentak Tanun 2024 hasa Jabatan
Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman, yang berkedudukan di Parik Malintang,
kecamatan Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan
yang bertugas meiaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang
transportasi;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman
yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
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dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;

¢. Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang
Transportasi di Kabupaten Padang Pariaman, diperlukan kerja sama yang saling
menguntungkan PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam
Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang
Transporiasi di Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut "Kesepakatan
Bersama® dengan kelentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

1.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Undang-Undang MNomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemerintanan Daeran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nemor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman
di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di
Bidang Transportasi (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2012 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62189);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penvelenggaraan
Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);

T F'&ra!urqn Menteri Perhubungan Nomor KM B4 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Een'benan 1Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang
ransporiasi - sebagaimana  ieiah  diubah dengan  Feraluran  Menleri
Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian
Elan'euan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);

f\.l
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8. Perawran Menteri Pernubungan Nomor Pivi 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
88 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Peranjian
Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 888),

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja
Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pinak
Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah
Dinas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

12. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK
dalam melakukan keria sama vang saling mendukung melalui kegiatan yang
disepakati di dalam Kesepakatan Bersama ini.

{(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

a. Meningkatkan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di
bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten
Padang Pariaman;

b. Menjain kemitraan siraiegis daiam peiaksanaan pembangunan daeran di
bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan
mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA
PIHAK secara sinergi dan saling mendukung;

c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang
berkelaniutan dan bermanfaat bagi masvarakat Kabupaten Padang

Pariaman.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1) Obhiek Kesapakatan Rersama ini adalah Pengemhangan Sumber Naya Manusia,
Pendidikan, Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang
Transportasi di Kabupaten Padang Pariaman;

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
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b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA oieh PIHAK
KESATU;

c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknis transportasi
yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan
Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) PIHAK KEDUA,

d  Pelaksanaan kegiatan Tridharma Parguruan Tinggi untuk mewuiudkan
kelancaran dan keselamatan transportasi di wilayah PIHAK KEDUA oleh
PIHAK KESATU;

e. Penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra
dan putri daerah dengan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun oleh
PIHAK KEDUA; dan

f. Kerja sama bidang iainnya yang disepakaii, sesual dengan kebutuhan
PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelakeanaan Kesepakatan Berzsama ini, PARA PIHAK <=epakat nntuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyediakan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang diperiukan
sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK,

b. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

c. Mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan

d. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan fidak akan menyebarkan hasil-hasil
kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAlL §
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakalan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KEDUA dengan Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan PIHAK KESATU, sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) PIHAK KEDUA dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam membuat dan
menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
dimuiai paling lama daiam waktu 3 (tiga) buian seteiah Kesepakatan Bersama ini
ditandatangani.

(4) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan
dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (good
governance) gan dengan iukad baik calam upaya melaksanakan fungsi
kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (conflict of
interest).
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PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur
lebih lanjut dﬂ,:n Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL7
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak PARA
PIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama i dapat diaknin sebelum nampis masa perakunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesual
kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri
atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud
tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan
sabelumnya = ‘

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan tidak memungkinkan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
oleh PARA PIHAK atau sesuai kebutuhan.

(2) Berdasarkan hasil monitaring dan evaluasi sebagaimana dimaksud nada avat
(1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut

sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIFKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau
komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus
dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA
PIHAK

(2) A_Iamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bagian Hukum, Humas, dan Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM
Pernubungan, Kementerian Perhubungan

Alamat - Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
Tehj?nrr : (021) 3456585
Email £ gﬁgtaﬁglagp,_sum&amenhub.mxid
Paral i Faai i
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PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
u.p. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah

Alamat - Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang Kabupaten
Padang Pariaman, Sumatera Barat

Telepon @ (0751) 4784555

Email . Tapem.padangpariaman@gmail.com

(3) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada
ayul Pasal ini, maka PIHAR yang mengubah aiaral danfaizu daia lersebul wajiv
memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka wakitu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) har kalender kepada PIHAK lainnya
sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

PASAL 10
ADENDUM

(1) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur
dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum yang
disepakati oleh PARA PIHAK.

{(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayai (i) merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam

rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

piak kepua 2,

' JOHN KENEDY AZIS
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